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Tembusan Yth. :  
1. Menteri Komunikasi dan Digital;  
2. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); 
3. Kepala Badan Nasianal Penanggulangan Bencana (BNPB); 
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital. 

Nomor : B-66/DJKPM/HM.05.07/03/2025      Jakarta, 7 Maret 2025 
Lampiran  : 1 (satu) berkas 

Hal :  Himbauan Publikasi Info Banjir 

 

Kepada Yth. 
Bapak/Ibu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 
-(sesuai daftar terlammpir)- 
di tempat 

 
Sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi risiko bencana 

hidrometeorologi, khususnya banjir, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) 

terus mengeluarkan peringatan dini terkait potensi curah hujan tinggi yang diperkirakan akan 

berlangsung hingga pertengahan Maret 2025. Namun, penyebaran informasi ini masih minim, 

terutama di daerah terpencil. 

Untuk memastikan peringatan dini bencana tersampaikan secara cepat dan merata ke 

seluruh wilayah serta lapisan masyarakat, kami mengimbau kepada seluruh Kepala Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi, agar aktif mengkoordinasi Dinas Kominfo 

Kabupaten/Kota dalam memproduksi dan menyebarkan konten terkait peringatan dini banjir 

serta mitigasi bencana, dengan merujuk pada sumber informasi yang tersedia berikut ini:  

Topik Tautan 

Info BMKG https://www.bmkg.go.id/ 

Info Potensi Cuaca Ekstrim https://www.bmkg.go.id/cuaca/potensi-cuaca-

ekstrem 

Info Prakiraan Daerah Potensi 

Banjir 

https://www.bmkg.go.id/iklim/potensi-

banjir/prakiraan-daerah-potensi-banjir-

dasarian-i-iii-maret-2025   

Buku Saku Bencana, BNPB https://www.bnpb.go.id/buku/buku-saku-

bencana 

 

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kesediaannya kami 

ucapkan terima kasih. 

Direktur Jenderal  

Komunikasi Publik dan Media, 

 

 

 

 

 

     Fifi Aleyda Yahya 

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Lampiran Surat  

Nomor     : B-66/DJKPM/HM.05.07/03/2025 

Tanggal    : 7 Maret 2025 

 

 

Daftar Kepala Dinas: 

 

1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Aceh 

2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatra Utara 

3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  Provinsi Sumatra Barat 

4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau 

5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau 

6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi 

7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu 

8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatra Selatan 

9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung 

11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten 

12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat 

13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta 

14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 

15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta 

16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur 

17. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali 

18. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat 

19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur 

20. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat 

21. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan 

22. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah 

23. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur 

24. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara 

25. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Gorontalo 

26. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat 

27. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah 

28. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara 

29. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan 

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



30. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Utara 

31. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku 

32. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara 

33. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat 

34. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua 

35. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan 

36. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Tengah 

37. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Pegunungan 

38. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat  

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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